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SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

. a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 167 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang
Sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang
menyatakan bahwa Piutang Daerah yang akan dihapus
bersyarat diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
daerah yang berpiutang kepada
Gubernu/Walikota/Bupati setelah mendapat
pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/bupati yang
bersangkutan. Dan dengan adanya  Panitia  yang
bersifat interdepartemental yang mengurus Piutang
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 maka Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak dan Retribusi Daerah perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

: 1, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3674);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
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13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyanderaan, Rechabilitasi Nama Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian CGanti Rugi Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4051);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar
Akuntansi Pemerintah.

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
perubahan kedua atas Mentri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

20.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007
Nomor 1);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4).

23.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor §).
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24.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6).

25.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7).

26.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9).

27 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10)..

28.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
11).

29 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
17).

30.Peraturan daerah Kabupaten: Buleleng Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 1);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun
2012 tentang ljin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 03 );

32.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun
2013 tentang Retribusi Pengelolaan Sampah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Nomorl);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 5);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buleleng ini yang dimaksud
dengan:

1
2.

3.
4.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Buleleng.

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak selaku Bendahara Umum Daerah

Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disebut
PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental
dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960.

Penanggung Utang Kepada Daerah/Negara yang
selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan
atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah
menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
Pengelola Piutang adalah kepala SKPD yang melakukan
kegiatan menatausahakan, menagih dan melaporkan
piutang daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Kabupaten. . :
Penyerah Piutang adalah instansi pemerintah daerah,
atau badan usaha milik daerah yang disingkat BUMD,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan orang pribadi atau badan,

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya
dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak
terutang dan tidak ada kredit retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan/atau di bidang retribusi daerah
yang terdapat dalam SPPT, SKPDaerah, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPDaerah, SKPDKB,
SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak
Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Dacrah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas
pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai
dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas
pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang dibidang Retribusi, yang belum dilunasi sampai
dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang TPTGR adalah piutang yang terjadi karena
adanya kewajiban untuk mengganti kerugian yang
dikenakan kepada Bendahara dan Non Bendahara

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola
dan digulirkan pada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan  secara  objektif dan  profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Penghapusbukuan adalah Kebijakan intern manajemen,
merupakan proses keputusan akuntansi yang berlaku
agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya (net realizable value)
Penghapustagihan adalah Penghapusan hak tagih atau
upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.
Penghapusan secara bersyarat adalah penghapusan
piutang yang dilakukan dengan menghapuskan piutang
negara/daerah dari pembukuan Pemerintah
Pusat/daerah  tanpa menghapuskan hak tagih
Negara/Daerah

Penghapusan secara mutlak adalah penghapusan
piutang yang dilakukan dengan menghapuskan hak
tagih Negara/daerah
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BAB II
Penghapusan Plutang Pajak

Pasal 2

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan meliputi:

a. Piutang pajak yang tercantum dalam:
1. SPPT;
2. SKPDaerah;
3. SKPDKB;
4. SKPDKBT,;
5. STPD;

6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan  Putusan  Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah; atau

7. Surat Ketetapan lain yang diterbitkan oleh SKPD

b. Piutang pajak yang menurut data administrasi pada
SKPD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi, disebabkan karena :

1. Wajib Pajak Pailit (Bangkrut),Sakit Berkepanjangan,
hilang,meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
atau ahli waris tidak dapat ditemukan.

2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi

3. Hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa atau

4. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang
pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan
penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh
SKPD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil
Penelitian.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau
Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
n}ene'ntukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
diusulkan untuk penghapusan secara bersyarat setelah
adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun

s(;jak penghapusan secara bersyarat dapat diusulkan untuk
dihapus secara mutlak
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Pasal 5

(1) Pengelola piutang setiap akhir tahun takwim menyusun
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan
Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sctiap awal tahun berikutnya
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 6

PPKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

BAB III
Penghapusan Piutang Daerah selain Piutang Pajak

Pasal 7

(1) Yang termasuk dalam piutang daerah selain piutang

pajak adalah:

a. Piutang Retribusi;

b. Piutang jasa usaha;

c. Piutang TP/TGR;

d. Dana bergulir;

e. Piutang lainnya yang timbul bukan disebabkan

karena pengenaan pajak

(2) Piutang daerah pada tingkat pertama ditagih dan
diselesaikan sendiri oleh pengelola piutang pada instansi
Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Penagihan piutang daerah sebagaimana pada ayat (2)
dilakukan dengan menerbitkan surat tagihan kepada
penanggung utang.

(4) Dalam hal penagihan telah dilakukan namun tidak dapat
ditagih, maka pengelola piutang menyatakan piutang
daerah tersebut macet.

Pasal 8

Piutang daerah yang sudah tidak dapat ditagih dapat
dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan
Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara
mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya
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(2)
(3)

(1)

()

dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara
optimal oleh PUPN

Pengurusan piutang daerah dinyatakan optimal dalam
hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN;

Untuk dapat dilakukan pengurusan piutang oleh PUPN,
Pengelola  Piutang  wajib  menyerahkan  pengurusan
piutang yang telah dinyatakan macet kepada PUPN
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 10

Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat

secbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada

Bupati sctelah mendapat pertimbangan dari kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

yang wilayah kerjanya meliputi kerja Bupati yang

bersangkutan

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti
Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan
terbitnya  rekomendasi  penghapusan  secara
bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan
Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai
PSBDT.

Pasal 11

Penghapusan secara mutlak sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan ketentuan:

(1)

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak
tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat
piutang dimaksud,

b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai
kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya, yang
dibuktikan dengan keterangan Aparat/Pejabat yang
berwenang.

BAB IV
Kewenangan Penghapusan Piutang

Pasal 12

Bupati menerbitkan  Keputusan Bupati mengenai
penghapusan piutang daerah berdasarkan usulan dari
PPKD,

(2) Kewenangan Penghapusan pilutang daerah  sampai

dengan Rp. 5.000,000,000,- (Lima Milyar Rupiah) oleh
Bupati / Kepala Daerah,
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(3) Penghapusan piutang dacrah untuk jumlah lebih dari Rp.
5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
Penutup

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar ‘setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Hopember 2015
BUPATI EULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

tid
DEWA KEETUT PUSPAEA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 60
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